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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
: 
a.
bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 234 Tahun 1976 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Mengambil Sumpah/Janji Degawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri DaJam Negeri tentang Pendelegasaian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji bagi Calon Feyawai Negeri Sipil Yang Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat
: 
1.
Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara 4014);

5.
Peraturan Pemerintali Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Nomor 4015);

6.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

7. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut flmu Pemerintahan;

9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

10.
Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil sumpah/janji bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

4. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Dalam Negeri kepada pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

5. Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak untuk melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan pejabat yang berwenang menurut agama dan kepercayaan masing‑masing.

6. Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktur Jenderal Adminìstrasi Kependudukan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum, Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Pasal 2

 (1)
Menteri [)alam Negeri mendelegasikan wewenang untuk pengambilan sumpah/janji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan komponen masing‑masing kepada pejabat :

a. Sekretaris Jenderal;

b. Inspektur jenderal;

c. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa;

d. Direktur Jenderal Pemerintahan umum;

e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;

f. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

g. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;

i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;

j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;

k. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum;

l. Rektor Institut Ilmu Pemerintahan;

m. Ketua Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

n. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.

 (2)
Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang di tanda tangani atas nama Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1976 tentang penunjukan Pejabat untuk mengambil Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Pebruari 2003

MENTERI DALAM NEGERI
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HARI SABARNO
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:

TANGGAL
:

BENTUK PENANDA TANGANAN
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